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Dulu: 

 

Bermula dari penjara… 

berakhir menjadi pejabat negara.... 

 

 



Sekarang: 

Bermula dari pejabat negara.. 

....dan berakhir di Penjara 

 

 



CPI SCORE 
38 

Economist Intelligence Unit/EIU (Country 
Risk Rating): 
• Akuntabilitas dana publik 
• Penyalahgunaan dana publik 
• Pendanaan khusus yang tdk akuntabel 
• Rekrutmen PNS 
• Independensi Badan Audit 
• Independensi Peradilan 
• Kebiasaan suap u/ kontrak  

Bertlesmann Transformation Index: 
 

• Efektivitas pemidanaan tipikor pada 
pejabat publik 

• Kesuksesan mengontrol korupsi dan 
efektivitas penegakan integritas 

IMD world Competitiveness: 
 

• Eksistensi Suap dan Korupsi 

World Justice Project: 
 

• Mengukur ketaatan satu negara dalam 
penegakan hukum (rule of law) 

• Mengukur penyalahgunaan kewenangan publik 
pada: Eksekutf, Yudisial, Polisi/Militer dan 
Legislatif 

World Economic Forum –  
Executive Opinion Survey: 

 
• Seberapa lazim perusahaan tidak mendokumentasikan suap 

terkait Impor-Ekspor, fasilitas publik, pembayaran pajak 
tahunan, kickback kontrak, memenangkan putusan pengadilan? 

• Seberapa lazim dana publik dialihkan kepada swasta, individu 
atau kelompok terkait korupsi? 

International Country Risk Guide: 
 

• Suap terkait ijin ekspor-impor, kontrol 
perdagangan, penghitungan pajak, 
perlindungan polisi, pinjaman 

• Potensi atau korupsi aktual dalam bentuk kroni, 
nepotisme, pendanaan rahasia, kedekatan 
politik dan bisnis 

Global Insight (Country Risk Rating): 
• Korupsi, dampaknya terhadap 

operasional bisnis (analisis penyebab 
politis & ekonomi) 

• Assessmen pengalaman pebisnis dalam 
proses perjinan dan regulasi pendukung 

PERC: 
• Persepsi korupsi sektor publik : 

a. Pimpinan politik nasional dan lokal 
b. PNS Pusat dan Daerah 

• Persepsi Korupsi pada instansi tertentu: 
(Kepolisian, pengadilan, BC, Pajak, Perijinan, 
Pengawasan, militer) 

Varities Democracy Projcet (baru 
masuk di  2017) 

 
• Mengukur 7 prinsip demokrasi suatu 

negara : electoral, liberal, 
participatory, deliberative, 
egalitarian, majoritarian and 
consensual  
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Source: acch.kpk.go.i 

100% 

CONVICTION RATE 

No Jenis Perkara Jumlah 

1 PBJ 180 

2 Perijinan 22 

3 Penyuapan 466 

4 Pungutan 21 

5 Penyalahgunaan anggaran 46 

6 TPPU 29 

7 Merintangi proses KPK 9 

TOTAL 773 





Saya BERSUMPAH 

untuk tidak 

menerima HADIAH  

20 Agustus 2013 



2 Oktober 2013, Pk. 22.00 WIB 



Pegawai Pajak 
Golongan III.A 
Lahir: 9 Mei 1979 
Pendapatan : + Rp 9 juta 

 
Rp74 miliar, 
harus dikumpulkan dalam 
waktu 685 tahun 

Penelaah Keberatan pada Seksi Banding dan Gugatan 



Kebebasan yang hilang... 

Rutan KPK 





Familiar dengan hal ini? 

Tidak dipergunakan untuk kepentingan komersial 

Terima 

kasih pak 

atas 
bantuannya, 

ini ada sedikit 
oleh2 untuk 

bapak 

Pak Hari ini 
ada sedikit 
oleh oleh 
…kemarin 

saya 
kunjungan ke 

Jepang 
/Kimono 

Pak..bu..mari makan 

siang bersama. 

Hidangan sudah 

disiapkan untuk 

bapak ibu di ruang 

VIP 

Saya harap bapak ibu tidak 
menolaknya, demi HUBUNGAN 

BAIK selama ini 

Selamat bu…anda dapat 

hadiah…!! 

Enggak apa 
apa bu…kan ini 

hanya hadiah 

kecil 

Yang lain 

nerima juga. 

Cuek sajaa 

Alhamdulillah

…REZEKI anak 

sholeh gak 
akan kemana 

Aah..saya 

ingat. Ini 

hadiah dari 
Pak Kohar 

Terima kasih 

Pak  Santoso 

atas Hadiah 

Jam 

tangannya 









Terkait Jabatan/Posisi 

Tidak Meminta 

Tidak mempengaruhi putusan untuk berbuat atau tidak berbuat 

Bersifat Inventif (Ijon) 

Tidak terpaku pada nilai besar atau kecil, namun bermakna besar 

Tidak malu menerimanya 

Dianggap Rejeki 

Disamarkan dalam kebiasan, budaya dan praktek bisnis seperti biasa 

 Ciri Khas Gratifikasi Ilegal 







(Pasal 12 C ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001) 
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PENGATURAN SPONSORSHIP 

KESEHATAN



Bagi Pegawai ASN dan Non-ASN  

Bagi TK Praktik Pribadi 

22 

Pemberi 

Sponsorship 

Institusi Tenaga Kesehatan 

X 

V 

o Penerima dan pemberi sponsorship harus melaporkan 

kepada kpk dan ditembuskan kepada kementerian 

kesehatan 

o Tenaga kesehatan yang menerima sponsorship 

melalui institusi, maka laporan kepada kpk dilakukan 

oleh institusi 

o Pemberi sponsorship harus melaporkan kepada kpk 

dalam bentuk rekapitulasi pemberian sponsorship 

selama periode 1 bulan berjalan paling lambat tanggal 

10 bulan berikutnya 

o Laporan disampaikan melalui email : 

sponsorship@kpk.Go.Id  dan 

sponsorship@kemkes.Go.Id . Pelaporan disampaikan 

dalam bentuk excel (softcopy) dan format pdf 

mailto:SPONSORSHIP@KPK.GO.ID
mailto:SPONSORSHIP@KEMKES.GO.ID


EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN 

Saat ini sedang dilakukan evaluasi pelaporan sponsorship oleh KPK 
dan Itjen Kemenkes di beberapa RS.  

Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan analisis data dengan 
membandingan antara data pemberi dan penerima. 

Dilakukan klarifikasi terhadap perbedaan data  pemberi dan 
penerima .Melakukan reviu SOP/Mekanisme pengelolaan 
sponsorship di Institusi Yankes 



Tindak Lanjut Pemeriksaan 
Sponsorship Tahun 2018 

Surat Menkes Nomor 
HK.02.01/Menkes/100/2019 

Himbauan Menkes kepada Ketua 
IDI agar setiap anggota IDI 
melaporkan setiap sponsorship 
kesehatan yang diterima sesuai 
peraturan yang berlaku 



Perkembangan Pelaporan Sponsorship  
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JANUARI FEBRUARI MARET APRIL TOTAL RATA-RATA 

2017 2018 2019 
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Insentif fee bank adalah imbalan jasa sebagai bantuan 

penagihan dan pembayaran kolektif yang nilainya 

dihitung dari jumlah angsuran yang dikumpulkan melalui 

bendahara setiap bulannya 

 

Pemberian fee dari pihak Bank kepada bendahara 

pemerintah atas pengelolaan pinjaman/kredit pegawai 

adalah termasuk dalam gratifikasi yang wajib ditolak atau 

dalam kondisi tertentu jika tidak bisa menolak maka 

wajib dilaporkan kepada KPK, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 12 B dan 12 C UU Nomor 20 Tahun 2001.  

 

Pegawai negeri wajib mematuhi ketentuan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 Angka 8, bahwa 

”Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu 

pemberian apa saja dari siapapun juga yang 

berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya” 



- 







Semua Ada 
Akhirnya 



Anak kerbau di tengah sawah 

Tersengat listrik di siang hari 

Jangan asal terima hadiah 

Bisa jadi itu gratifikasi 


